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RINGKASAN 
 
 
Dewasa ini peranan perpajakan semakin penting dalam pembiayaan 
negara. Peran serta masyarakat berupa kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban 
perpajakan mutlak diperlukan. Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas 
perpajakan di Indonesia berusaha memberikan pelayanan yang berkualitas dan 
kemudahan bagi Wajib Pajak selaku konsumen bidang perpajakan. Kemudahan 
yang dimaksud adalah penggunaan dropbox dalam penyampaian SPT Tahunan 
guna mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti 
empiris perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tidak melakukan 
pekerjaan bebas, Wajib Pajak usahawan dan Wajib Pajak badan yang terdaftar di 
KPP Pratama Ponorogo sebelum dan sesudah penggunaan dropbox dalam 
pelaporan SPT Tahunan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa 
jumlah SPT dan jumlah Wajib Pajak dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2012. 
Analisis data menggunakan uji beda dua rata-rata sampel independen secara 
manual dan program SPSS 16.0 for windows. 
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak yang tidak melakukan pekerjaan bebas dan Wajib pajak 
usahawan setelah penggunaan dropbox dalam penyampaian SPT Tahunan 
sedangkan pada Wajib Pajak badan tidak terdapat perbedaan. 
Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah kemudahan berupa 
fasilitas dropbox sangat membantu dan dimanfaatkan dengan baik oleh Wajib 
Pajak yang tidak melakukan pekerjaan bebas dan Wajib Pajak usahawan. Hal 
tersebut tidak berlaku bagi Wajib Pajak badan yang cenderung tetap secara 
proporsi antara yang menyampaikan dan yang tidak menyampaikan SPT Tahunan. 
Hal tersebut dikarenakan ada Wajib Pajak badan yang sudah memiliki struktur 
tersendiri yang mengurusi perpajakan, tetapi ada juga Wajib Pajak badan tertentu 
yang belum. 
 
Kata kunci : penggunaan dropbox dalam penyampaian SPT Tahunan, tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Seiring perjalanan bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat 
adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945, bangsa Indonesia membutuhkan perekonomian yang kuat dan 
kemandirian dalam pembiayaan pemerintah. Untuk menunjang terwujudnya 
hal tersebut, diperlukan optimalisasi sumber-sumber pendanaan negara 
khususnya yang berasal dari dalam negeri. Dalam hal ini, pajak merupakan 
penyumbang terbesar pendapatan dalam negeri dimana dalam kurun waktu 
2006-2011 penerimaan perpajakan berkontribusi rata-rata 70 % terhadap 
APBN. Melihat kenyataan tersebut, peran serta masyarakat dalam 
pembiayaan negara melalui pajak yang dibayarkan sangatlah penting guna 
terwujudnya tujuan pembangunan nasional. 
Sektor perpajakan dapat dikatakan sebagai tulang punggung dalam 
pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peranan pajak terasa 
semakin vital dalam perekonomian, sehingga dunia perpajakan semakin 
mendapat perhatian lebih oleh pemerintah maupun masyarakat yang semakin 
sadar dan peduli pentingnya pajak bagi pembangunan nasional. Pemerintah 
sebagai pengelola dunia perpajakan nasional dalam hal ini tugas tersebut 
  
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, mempunyai hubungan yang 
tidak dapat  dipisahkan  lagi dengan peran serta  masyarakat  selaku pembayar  
pajak. Pemerintah berusaha mewujudkan peraturan maupun implementasi 
perpajakan yang mencerminkan rasa keadilan, sedangkan Wajib Pajak 
diharapkan senantiasa meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakannya. 
Sesuai dengan visinya yaitu “Menjadi institusi pemerintah 
penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara”, Direktorat 
Jenderal Pajak terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan 
administrasi perpajakan guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam 
pemenuhan kewajiban perpajakannya. 
Dengan adanya sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia 
yaitu self assesment system maka segala pemenuhan kewajiban perpajakan 
dilakukan oleh wajib pajak dengan menghitung, memperhitungkan, menyetor 
dan melapor pajaknya. Sistem perpajakan tersebut menuntut keikutsertaan 
aktif Wajib Pajak sehingga terciptanya iklim perpajakan dengan tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, 
Direktorat Jenderal Pajak memiliki agenda rutin tahunan yaitu penerimaan 
laporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak. Dalam proses penyelenggaraannya, 
DJP menunjuk setiap Kantor Pelayanan Pajak untuk melaksanakan 
penerimaan SPT Tahunan bagi seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah 
kerja masing-masing. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut 
dengan SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak 
  
atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib 
Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS), SPT Tahunan 
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/$), termasuk 
SPT Tahunan Pembetulan (PER-26/PJ/2012). 
Proses pengolahan SPT secara benar dan lengkap merupakan tahap 
yang penting dalam administrasi pajak. Pengolahan SPT adalah serangkaian 
kegiatan yang meliputi penelitian SPT dan perekaman SPT, baik berupa 
penata usahaan yang meliputi penerimaan SPT, pencatatan/perekaman 
(recording) SPT, penggolongan SPT dan penyimpanan (filling) dokumen 
SPT maupun dalam pelayanan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak. 
Kendala yang terjadi setiap tahun dalam pelaksanaan penerimaan SPT 
Tahunan adalah terjadinya penumpukan Wajib Pajak yang ingin melaporkan 
SPT Tahunannya dikarenakan Wajib Pajak cenderung melaporkan SPT 
Tahunannya pada hari-hari terakhir batas akhir pelaporan, yaitu paling lambat 
3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak (31 Maret) untuk Wajib Pajak orang 
pribadi dan 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak (30 April) untuk Wajib 
Pajak badan. Oleh karena itu, dengan berusaha untuk selalu meningkatkan 
kualitas pelayanan kepada wajib pajak, saat ini pihak Direktorat Jenderal 
Pajak kembali menerbitkan kebijakan dalam penyampaian SPT. Dengan 
pemikiran untuk lebih memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi 
kewajibannya serta menghindari antrian yang sangat panjang akibat 
membludaknya Wajib Pajak, maka proses penerimaan SPT Tahunan sekarang 
sangat disederhanakan.  
  
Setelah berakhirnya program sunset policy pada tahun 2008 
kemudian Dirjen Pajak melanjutkan inovasi pelayanan perpajakan dengan 
menerbitkan kebijakan pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan dimana saja 
yaitu melalui dropbox SPT Tahunan. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur 
Jenderal Pajak Nomor SE - 15/PJ/2009, Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor 
Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh 
Indonesia menyediakan dropbox dan memasang spanduk sosialisasinya dan 
menempatkannya pada formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. 
Dropbox adalah tempat dimana SPT Tahunan dapat diterima. Dropbox, 
sesuai namanya, berbentuk kotak berukuran cukup besar dengan logo DJP 
dan lubang tempat memasukkan SPT Tahunan. Dropbox ditempatkan pada 
tempat yang memang strategis, seperti pusat-pusat perbelanjaan dan pusat-
pusat keramaian di mana saja yang nantinya akan disediakan pojok 
pajak/mobil pajak maupun ditempatkan di kantor-kantor pajak. 
Penulis tertarik untuk mengadakan evaluasi mengenai tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak terkait penggunaan dropbox di KPP Pratama 
Ponorogo dikarenakan semakin pentingnya administrasi perpajakan dalam 
rangka melayani Wajib Pajak selaku konsumen dari layanan pajak. Dalam 
studi manajemen khususnya konsentrasi pemasaran, Wajib Pajak dapat 
dipandang sebagai konsumen, sedangkan KPP Pratama Ponorogo dapat 
dipandang sebagai penyelenggara jasa. Sudah sepantasnya pemberi jasa 
menyelenggarakan pelayanan terbaik, salah satunya dengan penggunaan 
dropbox guna mewujudkan kemudahan bagi konsumen yang berimbas pada 
  
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Mengingat selama ini belum 
ada penelitian yang mengevaluasi secara spesifik mengenai hal tersebut, 
maka belum ada bukti empiris mengenai perbedaan tingkat kepatuhan Wajib 
Pajak terkait penggunaan dropbox dalam penyampaian SPT Tahunan. 
Tentunya pembuktian tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat 
perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak terkait penggunaan dropbox, atau 
tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sesuai tujuan dari 
penggunaan dropbox yaitu untuk memudahkan Wajib Pajak dalam 
pemenuhan salah satu kewajiban perpajakan yang berimbas pada peningkatan 
kepatuhan Wajib Pajak, maka hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
masukan apakah penggunaan dropbox ini bermanfaat atau tidak. Selajutnya 
dapat menjadi bahan pertimbangan dilanjutkan atau tidaknya kebijakan 
penggunaan dropbox dalam pelaporan SPT Tahunan. Berdasarkan uraian 
tersebut, penulis tertarik untuk membahas masalah penggunaan dropbox 
dalam penyampaian SPT Tahunan dan menjadikannya sebagai bahan untuk 
menyusun skripsi yang penulis tuangkan dalam judul “Studi Evaluasi 
Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penggunaan Dropbox 
Dalam Pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Ponorogo”. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Salah satu bentuk upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk 
memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban 
  
perpajakan adalah dengan menerbitkan peraturan mengenai tata cara 
penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan yang diatur dalam PER-
26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat 
Pemberitahuan Tahunan. Dengan adanya kemudahan dan peningkatan 
layanan tersebut diharapkan akan mempermudah Wajib Pajak dalam 
menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu sehingga diharapkan dapat 
tercapainya output yaitu meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak yang akan 
berimbas pada meningkatnya penerimaan negara dari sektor perpajakan.  
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, perumusan pertanyan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tidak 
melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Ponorogo 
sebelum dan sesudah penggunaan dropbox dalam pelaporan SPT 
Tahunan? 
b. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak usahawan yang 
terdaftar di KPP Pratama Ponorogo sebelum dan sesudah penggunaan 
dropbox dalam pelaporan SPT Tahunan? 
c. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan yang 
terdaftar di KPP Pratama Ponorogo sebelum dan sesudah penggunaan 
dropbox dalam pelaporan SPT Tahunan? 
 
1.3 Batasan Masalah 
  
Agar pemecahan masalah dapat sesuai dengan sasaran yang 
diinginkan, maka penulis menyajikan batasan masalah yang terfokus pada : 
a. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah penggunaan dropbox 
dalam pelaporan SPT Tahunan tahun 2003-2012. 
b. Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ponorogo. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.4.1 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 
a. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan 
tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tidak melakukan pekerjaan 
bebas yang terdaftar di KPP Pratama Ponorogo sebelum dan sesudah 
penggunaan dropbox dalam pelaporan SPT Tahunan. 
b. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan 
tingkat kepatuhan Wajib Pajak usahawan yang terdaftar di KPP 
Pratama Ponorogo sebelum dan sesudah penggunaan dropbox dalam 
pelaporan SPT Tahunan. 
c. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan 
tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama 
Ponorogo sebelum dan sesudah penggunaan dropbox dalam 
pelaporan SPT Tahunan. 
  
1.4.2 Manfaat Penelitian 
Dari tujuan penelitian yang telah disampaikan oleh penulis, 
maka manfaat penelitian ini adalah: 
a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak maupun Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Ponorogo, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
umpan balik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Umpan balik 
yang dimaksud dapat berupa evaluasi maupun rekomendasi bagi 
pengambil kebijakan pada Direktorat Jenderal Pajak, apakah 
program serupa dapat diselenggarakan di masa yang akan datang 
dengan melihat berhasil tidaknya penggunaan dropbox terkait tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat 
dijadikan evaluasi apakah diperlukan upaya peningkatan pelayanan 
dengan menambahkan program inovatif lainnya dalam menunjang 
penggunaan dropbox tersebut. 
b. Menjadi masukan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak dan KPP 
Pratama Ponorogo dalam memahami dampak penggunaan dropbox 
dalam penyampaian SPT Tahunan. Dampak tersebut dapat dilihat 
dari apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak atau 
tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan 
adanya penggunaan dropbox dalam pelaporan SPT Tahunan. Hal ini 
tentunya dapat menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal 
Pajak apakah penggunaan dropbox ini bermanfaat dan dapat 
  
dilanjutkan atau dihentikan karena tidak meningkatkan kepatuhan 
Wajib Pajak. 
c. Sebagai informasi yang bermanfaat dalam menambah wawasan, baik 
bagi penulis sendiri maupun para pembaca. 
d. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi 
penelitian selanjutnya mengenai dampak penggunaan dropbox dalam 
pelaporan SPT Tahunan.  
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